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BUPATI TANA TORAJA,

lvlenimbang

Mengingat

a bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Kabupaten Layak Anak, perlu mencegah dan
melindungi serta tidak membiarkan terjadinya
perkawinan usia anak;

b bahwa salah satu upaya mencegah terjadinya perkawinan
usia anak, perlu menyusun Strategi Daerah pencegahan
Perkawinan Anak Tahun 2O2S - 2029;

c. ba hu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Strategi Daerah pencegahan
Perkawinan Anak Tahun 2O2S-2O29.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun lg1g tentang
Kesejahteraan Anak ( Lembaran l.legara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 31a3) ;2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlinciungan
Anak (l,embaran Negara republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235'1, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undanq Nornor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemcrintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 rentar,;
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 'l-ahrrr;
2Ol2 tentang Perlindungan Anak men-ja<ii lJnrlanq.
Undarrg (lembaran Negara Repubiik lndonesia l'trhr-rit
201'6 Nornor 237, tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 59a61 ;

3. Undalg - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangrrnan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia (LNRI): Tahun 2O04 Nornor 104,
Tambahan Lembaran Negara (TLNRI): Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundarrg-undrrngan.
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Cengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomcr 12 Tahun
2O1l tentang Pembentukan Peraturan perunclarrg -.

undangan (Lembaran l{egara RI Tahun 2022 Nomor i.}3.
Tambahan l.embaran Negara RI Nomor 6B0ii;

Ir



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2olq LentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah c.liuba,_tbeberapa kali terakhir denl an U;dan; _'Urdung Nomor 6Tahun 2023 tentang penetapan peiatu ran pemerrnrah
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Ul9"$ - Undang (Irmbaran Negari

or 41, Tambahan Lembaran wegara Rt

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
fgggnatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
indoensia Nor4or 6gg7) ;7 Undang-Undang Nomor l4Z Tahun 2024 tentangKabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan ;8. Peraturan presiden Nomor 2l Tahun 2021 tentang
[e bU3[g Kabu paten fl(ota_Layak Anak ( Lem baran N e ga.iRepublik Indonesia Tahun 20i I Nomor 96) ;9. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan danPerlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2O0g^ tentang
Pe

10. Pe ungan Anak;
pe mberdayaan perempuan dan

, , I:bl,-"ke, fgnse1ll',san i?lo"'J",ff#J',"ilil lTjiTr t. peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan
Tahun 201i tentang

r:).. Anak;
rdayaan perempuan dar-r

.._ l-dru, Kabupaten/Kota r,ayr J*un 
2o1t tentang

1:]. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan clanPerlindungan Anak Nomor 7 Tahun iO22' t"nt^rrg
Pe
pe nan

1 .r. Pe
Ta 10

Perangkat- Daerah (l,embaran Daerah X"trprt.., flilToraja Tahun 2016 Nomor 10, TambJan LrmbaranDgelah Kabupaten Tana Toraja fvomor tS;, sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten TanaToraja Nomor 4 Tahun 2022 tenta:r:g perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten tana toraia Nomor l0Tahun 2016 tentang pembentukan dln SUsunan
:eranCla! Dagrah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2022 Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun2017 tentang Anak
(Lembaran Dae 2Ot7
Nomor 04, Tam
Toraja Nomor 22); '^n" l_

15. Peraturan Bupati Tana To 2023 f
tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
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. Gubernur Sulawesi di Makassar;

. Ketua DPRD Kabu TanaTorqja di Makale;.Inspektur Kebupaten Toraja di Makale;
Kepala BPKPD lhbu TanaToraja di Makale.
Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan IGIuarga Berencana l(abupa.ten Tana Toraja.
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SAMBUTAN BUPATI
Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktek

yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah

di bawah umur 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses

pendidikan, kesehatan serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan' Selain itu, anak fdng
dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar

cahinoo: ho.^^t6^<i m.nimh, rl}391 kerniskinan.

Bappenas sebagai Lembaga yang bertanggung jawab terhadap Penyusunan Renacna Pembangunan

Nasional telah mengintegrasikan arahan Presiden dan target Susuinable Development Goals (SDG5)

terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam RPJMN 2O2O-2A24. Anglo perkawinan anak

ditargetkan turun dari 11,2 % ditahun 2018 menjadi8.74% diTahun2024.

Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi yang

implementatif, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Yayasan Eran Sangbure Mafang (YESMA) yang

menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA

PPA). STRADA PPA meliputi enam bagian. Bagian pertama memuat latar belakang disusunaya

Strada. Bagian kedua, berisi gambaran umum wilayah serta situasi dan kondisi perkawinan anak.

Bagian ketiga, tentang pemetaan potensi dan masalah perkawinan anak. Bagian keempat, memuat

pernetaan lima strategi pencegaban perkawinan anak. Bagian kelima, tentang integrasi isu

Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerall Bagian keenam,

memuat proses pemantauan, pengawasan, evatuasi, pelaporan dan pendokrmrentasian terkait

pelaksanaan upaya pencegahan perkawinatl anak.

Dengan diterbitkannya dokumen Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anah diharapkan setiap

pemangku kepenfingan dapat bersinergi unffi mendukung upaya perkarvinan anak.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan kepada Yayasan eran Sangbure Mayang (YESMAO

yang telah menginisiasi STRADA PPA yang dapat dijadikan sebagai salahsatu referensi dalarn

upaya percepatan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Iayak Anak dall Indonesia Emas

Tahun 2045.

BUPATI TANA TORAJA
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BAB !

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang

Perkawinan anak adalah isu yang komplek. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah

faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender,

konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi

yang komprehensif, norma sosial yang menSuatkan stereotiP gender tertentu (misalnya,

perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal)'

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. informasi kesehatan reproduki yang komprehensii

norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya, peremPuan seharusnya

menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal). Selain itu, perjodohan dan

penerimaan masyarakat terhadap perkawinan anak kerap disebut sebagai faktor pendorong'

Berpiiak pada kompleksnya perkawinan anak, kesadaran akan fenomena mauPun solusi untuk

perkawinan anak hatus dirancang secara komprehensil holistik dan sistematis'

Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (susENAS) BPS tercatat angka

perkawinan anak di lndonesia terbilang cukup tin88i yaitu mencaPai 1,2 luta keiadian. Dari iumlah

tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yanS berstatus kawin sebelum umur l8 tahun

adalah I l,2l% dari total iumlah anak. Artinya, sekiar I dari 9 perempuan usia 20-24 tahun

menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana I dari 100 laki-laki

berumur 20 - 24 tahun menikah saat usia anak

Sejalan dengan itu, Indonesia telah nremiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

(Stranas PPA), Rencana Aki Nasional Peningkatan Keseiahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaia

(RAN-PIJAR) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif (PAUD-Hl) sebagai program

terintegrasi yang dapat memberikan kontribusi Pentint baSi terwuiudnya lndonesia Layak Anak

(ldola) mhun 2030 nanti.

STRADA PPA KABU PATEN TANA TORAJA TAH U N 2O2,.2O29



Grafik.l.1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang

Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur

18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2022 - 2024
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Sember: BPS, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang

Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur l8 Tahun Menurut Provinsi

Tahun 2022-2024 menunjukkan teriadi perkawinan usia anak. Provinsi Sulawesi Selatan pada

Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar 1,85% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 9' 33 % pada

tahun 2022 menladi 7,48 % pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 berada di angka 8,09 %

yang artinya terjadi kenaikan sebesar 0,61 % dari tahun sebelumnya. Secara nasional, tahun 2022

berada di angka 8,06 %, uhun 2023 sebesar 6,92, dan tahun 2024 sebesar 5,90. Dari data tersebut,

terlihat bahwa angka Sulawesi Selatan selama Tahun 2022'2024 berada di atas angka nasional'
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GRAFIK.I.2. PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20.24 TAHUN YANG BERSTATUS

KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 18 TAHUN DI

PROVINSISULAWESI SELATAN MENURUT MENURUT KAB/KOTA (PERSEN), 2023

;

8PS,2024

Jika melihat data Proporsi perempuan usia 20-24 tahun denSan perkawinan Peftama umur 0 - l8

Tahun di provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota, Kabupaten Tana Toraia pada Tahun

2023 berada pada urutan peftama dari 24 kabupaten/kota dengan PersenEse 20,42 % melebihi

rata-rata provinsi yaitu sebesar 12,94 %, dimana persentase provinsi Sulawesi Selatan sebesar

7,48 %.

pemerinah Kabupaten Tana Toraia telah memiliki komitmen yang dibuat dalam bentuk regulasi

y:ituKePUtUsanBupatiNo.33Tahun2023TenangPenyelenggaraankabupatenLayakAnak
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dengan sistem pembangunan yang meniamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak

fang dilakukan secara berencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Salah satu PrinsiP Kabupaten

Layak Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak

sebagai percimbanatn utama dalam seriap kebiiakan, proSram, dan kegiatan yang dilakanakan oleh

Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Lembang dan lembaga lainnya yang berhubungan

langsung maupun tidak langsung dengan anak.

B. Maksud Dan Tuiuan

Maksud disusunnya panduan ini sebagai acuan pelakanaan STRANAS PPA di daerah melalui

peningkatan sinergi dan konvergensi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah' mitra

Pembangunan, Lembaga Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya'

Adapun tuiuannya adalah sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah di

Kabupaten Tana Toraja dalam melakanakan 5 (lima) strategi Pencegahan perkawinan anak.

C. Sasaran

Sasaran STRADA PPA Kabupaten Tana Toraia ini adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraia'

lnstansi vertikal di Kabupaten Tana Toraja, Non Pemerintah (Lembaga Masyarakat, Perguruan

Tinggi, Dunia Usaha, Media), dan Forum/Organisasi Anak'

D. Ruang LingkuP

Ruang lingkup STRADA PPA Kabupaten Tana Toraia ini meliputi enam batian. Bagian pertama

memuat latar belakang disusunnya Strada. Bagian kedua, berisi gambaran umum wilayah serta

situasi dan kondisi perkawinan anak Bagian ketiga, tentant Pemetaan Potensi dan masalah

perkawinan anak. Bagian keempat, memuat pemetaan lima strategi PenceSahan Perkawinan anak.

Bagian kelima, tentang integrasi isu Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam perencanaan dan

pentanggaran daerah. Bagian keenam, memuat Proses pemantauan' Pengawasan' evaluasi'

pelaporan dan pendokumentasian terkait pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak'
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BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH DAN

SITUASI PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN TANA TORA'A

A. Kondisi WilaYah

KabupatenTanaTorajayangberibukotadiMakaleterletakantara20-3oLintangSelatan

dan llgo- 12Oo Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Toraja utara dan Provinsi

SulawesiBaratdisebelahutara,KabupatenEnrekangdanKabupatenPinrangdisebelah

selatan, serta di sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu

dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Tana Toraia dilewati oleh salah satu sungai terpaniang yang terdapat di Provinsi

Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak ibu kota KabuPaten Tana Torala dengan ibu kota

Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui Kabupaten Enrekang' Kabupaten

Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros'

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2'043'62 km2 yang meliputi l9 kecamatan'

Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 kecamatan

terluas dengan 210.37 kmz dan 205,69 km2' I

Kabupaten Tana Toraja terdiri dari l9 kecamatan, yaitu:

Bonggakaradeng
Simbuang
Rano
Mappak
Mengkendek
Gandangbatu

Sillanan
Sangalla
Sangalla Selatan

\ TANA T1RNA REG:N:Y lN FlGtlREs 2025 holomon 4

Makale Selatan
Makale Utara
Saluputti
Bittuang
Rembon
Masanda
Malimbong BalePe
Rantetayo
Kurra
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Gambar 2. I Peta Wilayah Kabupaten Tana Toraja

B. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan SiPil

Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 sebanyak 258.934 liwaz. Penduduk paling banyak

berada di Kecamatan Makale dan penduduk paling seJikit berada di Kecamatan Mappak.

2 Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2025, Halaman 67
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Grafik 2. l. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja (jiwa),

Tahun 2024

Mappak
Rano

Simbuang
Kurra

Bongga karadeng
Sangalla

Masanda

Sangalla Utara
Sangalla Selatan

Saluputti
Malimbong Balepe

Rantetayo
Makale Utara

Makale Selatan

BittuanB
Gandangbatu Sillanan

Rembon
Mengkendek

Makale

5,850
6,613
6,652
7,020
7,069
7,484
7,973
8374
8,699
9,444
9,598

L3,275
13,358

15,424
L7,552

2L,252
22,895

33,553
36,835

Penduduk Menurut Kelompok Umur 0- I 9 Tahun pada tahun 2024 sebanyak 87.99 I penduduk

yang terdiri dari ,15.885 laki-laki dan 42.105 perempuan. Jika dibandingkan dentan usia 20 -
75+, persentasenya ada di angka 34%.

Tabel 2. I . Perbandingan jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 0- I 9 dan 20-75+ dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Tana Toraia (iwa), Tahun 20241

Sumber: Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2024

34%42. t05 87.99t4s.8860- r9

66%83.776 170.94387.t6720-75+

t25.88 t L58.934t33.053Jumlah

3 ibid, hal.72
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C. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Hasil dari SUSENAS menunjukkan garis kemiskinan Kabupaten Tana Toraia' Pada ahun 2022'

garis kemiskinan di Kabupaten Tana Toraia tercatat sebesar Rp 366'753 per kapim per bulan'

Dengan standar tersebut, iumlah penduduk miskin mencaPai 29'3 I ribu iiwa aau sekiar l2' 18

persen dari total PenCuduk.

Setahunkemudian,yaitu2023,gariskemiskrnanmengalamikenaikanmcnjadiRp399'202per

kapita per bulan. Kenaikan ini diikuti oleh bertambahnya iumlah penduduk miskin meniadi

30,23 ribu jiwa, dan Persentasenya meningkat meniadi l2'48 persen' Kondisi ini menuniukkan

bahwa tekanan ekonomi pada tahun tersebut relatif tintti' sehingga angka kemiskinan semPat

naik.

Namun, pada 2024 teriadi perubahan yang cukup signifikan. Garis kemiskinan naik lagi meniadi

Rp 418.308 Per kaPita per bulan, tetapi jumlah penduduk miskin lustru menurun drastis

menjadi 26,30 ribu iiwa. Persentase penduduk miskin juga menurun menjadi l0'79 persen'

lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi

sosial-ekonomimasyarakatTanaTorajapada2024,baikkarenameningkatnyapendapatan

maupun efektivitas Protram Pengenasan kemiskinan yang diialankan pemerintah dan mitra

pembangunan.

Tren tiga tahun terakhir memperlihatkan bahwa'meskipun garis kemiskinan terus meningkat

dari tahun ke tahun, pada 2024 Kabupaten Tana Toraia berhasil menurunkan iumlah dan

PersenEsependudukmiskinsecarasignifikan.Halinimenjadisinyalpositifbahwaarah
kebiiakan sosial dan ekonomi daerah menunjukkan hasil yang cukup efektif'

Berdasarkan lndek Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap lndex) dan lndek Keparahan

Kemiskinan (Poverty Saveriry lndex), pada tahun 2022, kondisi kemiskinan di Kabupaten Tana

Toraja menunjukkan perbaikan yang cukup baik Nilai lndek Kedalaman Kemiskinan (Povercy

Gaplndex)tercautsebesarl,30,sedangkanlndeksKeparahanKemiskinan(PovertySeveriry
lndex) berada pada angka 0,22. Nilai yang relatif rendah ini menggambarkan bahwa rata-ram

jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil, dan keserrlangan

di antara penduduk miskin juga semakin menyempit'

Namun'padatahun2023teriadisedikitkenaikan.lndeksKedalamanKemiskinanmeningkat

men jadi 1,80 dan lndeks Keparahan Kemiskinan naik ke 0,40. Kenaikan ini mengindikasika l l Jdanya
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peningkatan ketimpangan di antara penduduk miskin serta iarak pengeluaran yanS lebih iauh dari

garis kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.

situasi kemudian kembali membaik pada 2024, di mana lndek Kedalaman Kemiskinan menurun

menjadi 1,25 dan lndek Keparahan Kemiskinan turun ke angka 0,25. Hal ini menunlukkan bahwa

tidak hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang (seperti terlihat dalam data sebelumnya)'

cetapi kualiras kenriskinan pun nrembaik dengan jarak kemiskinan yang lebih kecil dan ketimpangan

di kalangan penduduk miskin semakin berkurang'

Secara keseluruhan, tren tiga tahun terakhir menuniukkan adanya perbaikan kualitas kemiskinan

pada 2024, setelah sempat meningkat pada 2023'

Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) MenurutJenlang

Pendidikan di Kabupaten Tana Toraia, Tahun 2023 - 2024

as

2024

SD/Ml/Sederaiat 99,38 99,38 r07,88 r08,85

SMP/MTs/Sederaiat 82,44 8 t,82 99,77 98,38

SMAJSM K/Sederaiat 5 r,52 58, l5 76,09 84,56

Sumber, Kabupaten Tana Toraia Dalam Angka, 2025

Pada tahun 7023-2074, angka PaftisiPasi pendidikan di Kabupaten Tana Toraia

menuniukkan caPaian yang bervariasi antar jeniang' Pada tingkat SD/MI' PartisiPasi sudah

sanSat tintti dengan APM stabil di atas 99% dan APK lebih dari lO0"/o' yang menandakan

hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah Namun, pada ienjang SMP/MTs

terjadi sedikit Penurunan baik pada APM mauPun APK, sehingga perlu mendapat perhatian

agar keberlanjutan pendidikan tidak terganggu' Sementara icu' pada jeniang SMA/SMUMA'

meskipun APM masih relatif rendah sekitar 52%, APK mengalami Peningkatan signifikan

hingga mencapa i 85,40%, yang menuniukkan adanya peningkatan minat melanjutka '

sekolah ke tingkat menengah atas, meskipun belum sepenuhnya sesuai kelompok usia'

Secara umum, akses pendidikan dasar di Tana Toraia sudah santat baik' namun antangan
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utama masih terletak Pada Penintkatan PaftisiPasi murni di lenlang menengah' khususnya

Kabupaten Tana Toraia merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang

dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi' Selain kekayaan budaya' kondisi demografi

masyarakat Tana Torala iuga menunjukkan keragaman datam aspek keagamaan'

Berdasarkan data terakhir yang tersedia, mayoritas penduduk Kabupaten Tana Toraja

mentanut agama Kristen Protestan dengan persentase sebesar 7l%' Penganut agama

Katolikberadapadaposisikeduadenganpersentasesekitarl5%'diikutiolehlslamsebesar

l2%. Sementara itu, Pentanut agama Hindu tercatat sebanyak 2%' Buddha sebesar 0'07%'

dan kelompok lainnya sekitar 0,01%'

Jumlah Penduduk Berdasarkan agama yang dianut di

Kabupaten Tana Toraja (jiwa)' tahun 2024

SMA/SMK,

Katolik; 40.287

Lainnya;18

Sumber, Kabupaten Tana Toraia Dalam Angka' 2025'
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D. Pemetaan Situasi Perkawinan Anak

Berdasarkan tabel tersebut" lumlah perkawinan anak yang bersumber dari Dukcapil Pada tahun

2024 mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Data Kemenag menuniukkan angka yang berbeda

yairu sebanyak l0 kasus, berbeda dengan data Dewan Gereia yang menunlukkan angka di 23

kasus. Jika meruiuk pada data pengadilan Agama permohonan dispensasi kawin muslim

mencapai l5 yang dikabulkan, sedangkan dau pengadilan negeri permohonan dispensasi kavrin

non-muslim pada tahun 2024 mencapai 12 orang. Meruiuk pada data Puskesmas, Data

kehamilan remaia di bawah 20 tahun pada tahun 2024 sebanyak 256 kehamilan.

Iabel 2. 2.

Trend Perkawinan Anak Tahun 2072 - 2024 Kabupaten Tana Toraia

7 Kasusl6 Kasusll kasusDukcapilJumlah perkawinan anak (di

bawah l8 tahun
Usia l8- 196:

12 Kasus

Di bawah Usia

186: l0 Kasus

Usia l8-196:

l2 Kasus

Di bawah Usia

l8d: 0 Kasus

Usia l8- 196:

14 Kasus

Di bawah Usia

186: 15 Kasus

Kemenag Kab. Toraja2. Jumlah perkawinan muslim

di bawah 18 tahun

73t522

Disdukcapil atau

Dewan

Gereja./Kelembagaan

lainn;.r untuk non-

muslim

Jumlah perkawinan non-

muslim di bawah l8 tahun

(tercaat dan tidak)

3

t6
t5

I

7

7

0

l'lzsuk 17

Dikabulkan l7
Ditilak 0

Pengadilan AgamaJumlah Permohonan

Dispensasi Kawin (muslim)

a. Jumlah png Masuk

b. Jumlah yang

Dikabulkan

umlah )rang ditolakc.

1

t220t55

005-

Jumlah Permohonan

Dispensasi Kawin (non-

muslim)

a. Jumlah Yang Masuk

b. Jumlah Yang

Dikabulkan

Pentadilan Neteri

Pengadilan Agama

Pengadilan Negeri

c. Jumlah dirolak

tahun muslim)

Data perceraian di bawah 2 I

Data perceraian di bawah 2l

tahun (non-muslim)
7
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256277
PuskesmasDaa kehamilan remala di

bawah 20 tahun
8

1.6332.6352.885Dinas KesehatanStunting9
PolresTPPOt0. 843674660Dinas PendidikanBrtr+aet<+utusS*olag

Anak Tidak Sekolah
I l.

30 kasus27 kasus40 kasusUPTD PPAData Kekerasan12. 2879t6Dinas KesehatanKematian Balitat3. 242Dinas KesehatanKematian lbuA11.

Sumber: OPD Kabupaten Tana Toraia Tahu a 2027 '2024

E. Aspek Sosial BudaYa

perkawinan anak di Kabupaten Tana Toraia memiliki penyebab, baik secara langsung mauPun

tidaklangsung.SelainitujugateridentifikasiaParansmenjadiakarmasalahnya.Lebih|elasnya

dapat dilihat Pada fabel berikut'
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f.:"Penyebab Tidak lan Penyebib ng

* Keterbatasan Penge-.ahuan dan

licerasi orang tua dan anak

terkait dengan media sosial dan

teknologi

.1. Pemahaman orang tua terkait

dengan HKSR

.i Adat & Budaya untuk menjaga

keturunan dan harta warisan

* Pola Asuh orang tua &

pengawasan Yang kurang

* Pemahaman Gender

kurang & BudaYa Yang

berPersPektif gender

* Faktor ekonomi

yanS

tidak

/ Penggunaan Teknologi & Media

Sosial Yang tidak terkontrol dan

kurang pengawasan

{ Pengerahuan tentang HKSR bagi

anak-anak masih dianggaP sesuatu

yang tabu

/ Anak diiodohkan dengan keluarga

meskiPun usianYa belum cukuP

untuk menikah

/ Anak ditinggal cukuP lama karena

orang harus mengikuti uPacara

adat dengan waktu Yang relatif

lama

/ Anak (SMP & SMA) cenderung

dnggal terPisah dari orang tua

/ Anak PeremPuan cenderung

dinikahkan lebih awal

/ Anak meniadi korban kekerasan

/ Program Pembinaan keluarga

masih kurang

J GaYa hiduP Yang konsumtif

/ Kehilangan figur aYah

/ Lingkungan temPat tintgal ;lant

ddak sehat secara sosial

(narkotika. Pergaulan beresiko'

permisif terhadap kekerasan' dll)

Anak terpapar dengan konten-

konten porno

Anak-anak kurang

mendapatkan Pengetahuan

dan pendidikan HKSR baik

dirumah mauPun di sekolah

Pergaulan beresiko

Anak yang ikut kegiatan adat

melakukan Pergaulan beresikc

Anak meniadi korbar

kekerasan seksual kareni

kurang pengawasan orang tui

ketika ditinggal lama (uPacati

adaq bekeria iauh dari temPa

tinggal, dll)

Kehamilan tidak diinginkan

Pemangku KePentingan

l. ldentifikasi Komitmen Antar Pihak

tika ada, sebintliin
Kesenianlen

Siaoa saia Yang
terlibat

Muet n
Kornitrnen

' Bentrk Komitrnen

yrng ede di KebuPaten
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MoU DP3A dengan

Persekutuan Wanita

Gereja Toraja (PWGT),

Tahun 2023

Sosialisasi dan

Pembinaan renlang

Pencegahan

Kekerasan dalam

Rumah Tangga

serta pola asuh

anak bagi anggota

PGWT

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak (DP3A)

dan PWGT

Kementerian Agama Kab.

Tana Toraja dengan Dinas

Pendidikan tentang

Sos!alisasi BRUS

2. ldentifikasi SDM untuk Akselerasi dan Penggerak/Champion PPA

SDM untuk akselerasi dan penggerak/ch amPion dalam PPA berasal dari unsur Pemerintah

dan non pemerintah di daerah. SDM r,ntuk akelerasi adalah pihak yang bekeria untuk

protram berdasarkan sekbr masing-masint, tetapi dapat berfungsi untuk memPercePat

upaya PPA di daerah. SDM Champion/Penggerak adalah individu yanS telah berperan,

berdedikasi dan berkontribusi kepada upaya PPA. Untuk Kabupaten Tana Toraja sendiri

dapat dilihat pada tabel 2. I 0 berikut.

I ) SDM untuk Akselerasi

SDM untuk akelerasi di Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut

Tabel 2. 9. SDM untuk Akselerasi PPA di Kabupaten Tana Toraia

Forum Media INKLUSI l5 orang jurnalis Akrif memberiukan berita terkait dengan

encegahan perkawtnan anak

akselerasi PPA
SDltl urtuk

Melakukan Sos alisasi & pendampingan
l0 orangPKW & KIBAID

Mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak

dan pergaulan beresiko di tingkac Kab. Ke sekolah
7.670 orung

(sD, s"e & sMA)

TP KK Kecamatan, Kelurahan

& Lembang
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Gerela KIBAID PAKU

MAKALE
Mempererat kasih sayang dalam rumah

tantta

Memperkeat pengawasan anak

Sosialisasi Tolak Kawin Anak

Sosialisasi Pencegahan & pendampingan korban
7 orang Staf

450 KK

Yesma

247 Angorz

Pelayanan Pengaduan

Pendampingan

Penjangkauan

Penguatan Lembaga

Pengelolaan kasus

2 orangUPTD PPA

Penyuluhan dan sosialisasi PPA193 orang Pengurus/

Pimpunan

/Kabupaten,

Kecamatan dan

Lembang

Pimpinan Daerah Aisiyah

Agen 2P6l orang (kab)

380 org (kecamaan
Forum Anak

5oUnit PPA Polres
Pendampingan ABH, ABK dan Advokasi l'.asus

kasusPen

Anak
6 orangPeksos

Mensosialisasikan Upaya pencegahan perkawinan

anak

Penyuluh Agema ::140

ASN dan 25 Non ASN

lslam = 73

Protestan

Katolik
Hindu

Kementerian Agama Kab.

Tana Torala

l6 orangForum Genre

Kader BKR = 90 ort
Kader BKB = 159 ort

PIKR=73ort
Tim Pendamping

Keluarga = 159

l3mbangB 3 = 477

or-ang

luh KB = 57 org

Dinas KB

KPM = 162 orantPMD
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6 Bidang pelayenanKader POSYANDU =
2.960

Dines Pt'lD

Dinas Kesehatan

Peksos = 6 onngDinas Sosial

1.320Guru Sekolah Minggu

5. 184 oMalelis a

Persatuan Pemuda Gereia

Toraja

2) SDM PenggeraldChamPion

Champion/penggerak Perlinduntan anak di Kabupaten Tana Toraia sebagai berikut:

Tabel 2. lO. SDM Penggerak/Champion PPA di Kabupaten Tana Toraia

l. Mitra Pembangunan dan Partisipasi Masyarrakat yang bekeria untuk PPA

Mitra Pembangunan dan PaftisiPasi Masyerakat di Kabupaten Tana Toraia untuk

pencefhan pe*awinan anak sebagai berikut

Tabel 2. 12. Partisipasi Masyarakat untuk PPA di Kabupaten Tana Toraia

Itlelak an sosialisasi PPA di KecamaanPdt. Yudith Rambe

Sosialisasi ke Sekolah tendng PPAYurni Somazinggi & Berta

Edubsi peryaulan beresiko ke sekolahYuliati Pandun

Mendampingi korban kekensnRahmatjfah
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Sekolah & PosYandu
Edukasi tentang Pencegahan

Perlawinan Anak dan

Keselraan ReProduki

lBl cabang Tana Toraja

RemelayoRehabilhasi untuk Kortan

Nartotika Korban kekerasan

terkrlt dengen Fisik dan

Mentel

Yayasan Betesda

PoM den Mailh Ta6lithKebupaten, Kecemean

dan lembang
Penyuluhan tanangPPA

Pel.tihan ketenmPilan k€ria

Banoran modal usaha

Edukasi parenting

Aisiyeh

Hibah PemdaKabupatcnSosialisasi Tolak Kawin Anak

Tidak melaYani Perkewinan

anak

Membcri PendemPingan
(konsellng) bagi Yang

t€rLniur kawin

FKUB

K$upatenSosidi$sl Penderaasaan usia

perkewinan, 8 fungsi keluarga

dan Kcsgr'o Remeia

Forum Genre

l9 Kecematanlnfiormasi & konseling Gntant

Kespro
PIK R (Pusat lnformasi dan

Konsultasi Remaia)

Pesantren

MuhammadiYah
Edulasi KESPRO kePada

seluruh pesantren

muhammadiYah

Pimpinan Daerah

Muhammadiyah

Lembang SaraPeangSosialisasi DamPak

Perkawinan Anak di Sekolah

& Gereia

KK Sarapengang

Sekolah, Rumah lbadeh'

Dasa Wisma
TP Pengerak PKK

Program INKLUSI

KlL{S (Keluarga lndonesia

Undungi Anak dari

Kekerasan Seksual &
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Perkawinan Anek)

Sosialisasi & Pencegahan

KK Siporannu Pendempingan Korban &

Edukasi

Gerela & Sekolah Progrrm INKLUSI

Forum Anak Find out with fast

Gaprna

Akan Galauko (Aki And

Pergaulan Beresiko)

Sekolah dan Kantor

Kecamatan

lkaan Penyuluh Agama Rl

(lPARI) Tana Toraja ; lslam,

Kristen, Katolik

Pembinaan kepada

masyarakag Biwin, Pengajian

(kolaborasi dengan

Se Kab.Tana Toraia

J. Kebiiakan Terkait PPA

l. ldentifikasi bentuk Kebiiakan/Regulasi terkait PPA

Sebagai salah satu upaya untuk mendukunt dan memaksimalkan implementasi Pencetahan

Perkawinan anak Pemerintah Kabupaten Tana Toraia iuga meneapkan dan atau

.menuantkannya dalam dokumen kebiiakan. Beberapa rpgulasi tersebut dapat dilihat pada

Tabel 2. l4 berikut.

Tabel 2. 13. Kebijakan/Regulasi terkait PPA di Kabupaten Tana Toraia

Pencegahan Perkawinan AnakSunt Edaran Bupati :

No.7.l4Xlll2022 Tentang

Pencegahan Perkawinan

Anak

Percepaan Redstrasi Kutipan Akta KelahiranSunt Edaran Bupati No:

746lxlll2ozusetde

Surat Edaran Bupati No
T4SlXlllzozusetda

Layanan lnformasi Layak Anak

Pembentukan Pengurus Forum Anak Sikamali

lapor)2P (pelopor danToreya & Agen

NoKeputusan Bupati

393tXU2022
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Peneapan kelompok BKR (Bina Keluarga Remaia)

Perlindu Perem r-ran dan Anak

SK Kepala Dinas P2KB No.

47 6t047loPPKS ll20t7
PERDA No. 4/201/

Penyediaan Fa.silitas untuk Kegiatan

Kreadvitas dan Rekreatif Ramah Anak

Budap,SK OPPPA No.

763l20lswo?3N712022
Rute Aman Sekolah ke dan dari SekolahSurat keterangan No.

I 65/Dishub-TT/ 12/2022

Peraturan

I I12021

Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada DinasBupati No.

Kesehaun

Pembentukan Tim Asuhan Gizi rcrintetrasiSK Kepala

Kesehatan No.

Umlll12022

Dinas

391/Sek-

Penetapan Puskesmas menulu Puskesmas

Anak

RamahSK Dinas Kesehatan No.

280/SEK/UM-PERS/U20 I 9

Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak

Tidak Sekolah
Keputusan Bupati No

30atu202l
Sekolah Ramah AnakPeraturan Bupati No. 4/

2018
Perlindu Perempuan dan AnakPerda No. 4 Tahun 2017

2. Kelembagaan Fungsi Koordinasi dan Layanan PPA

Kelembagaan koordinasi dan lembaga layanan yang tersedia di daerah untuk menialankan

tutas dan fungsi dalam Pelayanan PPA, khususnya Pada lembata Pemerintahan Kabupaten

Tana Toraja. Kelembagaan yant teridentifikasi ini daPat secara khusus untuk PPA atau

bentuk lainnya yant iuta berfungsi untuk mencetah teriadinya Perkawinan anak Berikut

Daftarnya:

Tabel 2. 14. ldentifikasi Kelembagaan terkait PPA di Kabupaten Tana Toraia

o Flr'Kl
o MuhamadiYah

o Dinas Pendidikan

r Malelis Dikdasmen LBHH

r UKI Toreia

r KUA
. Dinas Kesehaan

r PEKSOS

o YESMA

STRADA PPA KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2C:; 2029

Tingkat Kabupaten:

o Gugus Tugas KLA

o TPPS (Tim PercePatan Penurunan

Stunting)

o Forum KabuPaten Sehat

o Pokja PUG

Tintkat Lemban$



r GITA Sahabat

r Forum Lembang Sekat

. Persekuruan Kaum Waniu

o PKK

o Kelompok Konsrituen Randau Batu

o Forum Anak

o BKR

o DP3AP2KB

. Puskesmas

. U?TO P?A

l) Fungsi Koordinasi

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tana Toraja'

Pemerintah Kabupaten telah membentuk Gugus Tugas Kl-A yang diteuPkan

berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraia Nomor 243Ar'lllTahun 2023. Gugus tugas

Kl-A telah disepakati bersama untuk menladi lembaga koordinasi PPA.

Adapun tugasnya sebagai berikut:

a. Melakanakan sosialisasi dan advokasi tentant Pentembangan Kabupaten

Layak Anak;

b. Merumuskan dan menyusun pokok kebijakan Kabupaten Tana Toraia sebagai

Kabupaten Layak ,Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelaniutan

untuk memenuhi hak anak;

c. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembantan KabuPaten Layak Anak;

d. Mengimplementasikan kebiiakan Perlindungan anak melalui Perumusan

strategi dan Perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja secara

menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan lndikator Kabupaten Layak

Anak;

e. Menyusun Rencana Aki Daerah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten Tana Toraja;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelakanaan kebilakan Kabupaten

Tana Toraja sebagai Kabupaten Layak Anak secara rutin dan berkala; dan

g. Melaporkan hasil pelarsanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Tana Toraia'
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2) Fungsi Lalanan

Koordimsl dGllrn
gorn pendidhn

ldn unurk

memest hn enak

tcag mdenludon

sekolah (forrnd dan

mn fiormal)

Surat ketereryrn ko

KUA dan Pusala

Srlina

Pad.mping n
kesetraten fisik dan

rnenal

Pgnantauan saors

dn ibu dan rnak

leFnen irrunisesi

drn kontreseP$

Mernbuat Yideo t€nan8 hMess di

mcdsos

P\A/KI

Edulasi di pcsntrcn & pangrtnsenMuhrmadlyah

M€lalcrhn sosldhrC tsttr E PPA di

s.unn pendidilon
Dlnas

Fenddikm

Pendampingrn

kc hmbap
llnnan
pstdldilon

Memberikan

rckctlendasi
p.dr mei.lis
Dkdasmgt dan

ISHH

Dctebl dini kelomPok rsran
pcrkrwinan amk

t lalclls

Dikdasmen

LBHH

Soshllsrsl Pcrmen Kckensan

Hodlnc pen3durn

Pcndamltgrn scbe;a

PKl.,l & Sqnlrur Perurdng kaCtran
menal

UKI Tonla

Blmblqm prryuluhon mddui BRUS

Fcllbaon rnrk dahm pengdllen

Sosi.lisasi bah.ra p.rhwinm anak

KUA

Edulosi kccpro dl sclohh drn

posyu ndu ramia
Konscling pra nileh cetin dan

pemeriksaen kesehaan

Frntndaan

kehamilan pada

pasangen lawin
anak yaot

belum hamil

(me*ipun
sud* lawin)

Kes.h an

Dims
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Pendampingan anak yang memerlukan

perlindungan khusus
PEKSOS

Sosialisasi pencegahan perkawinan anak

eduka.si orang tua dan anak Pengaduan

dan pendamPingan untuk korban

perkawinan anak

YESMA

Sosialisasi pencegahan perkawinan anak

ldentifikasi dini remaia
PKK

Sosialisasi PPA dan layanan pengaduan
Kelompok
constituent

Randau Batu

Sosialisasi PPA dan Konselor Remaia
Fonrm Anak

Sosialisesi Pencegahen & Konseling
BKR

DP3AP2KB Menyediakan informesi dan edukasi

Menintkatken kesadaran masyarakat

tentang KB dan KesPro

Membantu meningkatkar' akses

pelayanan KB

Mengtalant PartisiPasi Masyarakat

Pelayanan PosYandu remala
Puskesmas

Sosialisasi PPA dan Anti Kekerasan

terhadaP Anak
UPTD PPA

Konseling keluarga

remaja

PendamPingan

konselint Pra nikah

Pemantauan tumbuh

kembang anak
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ANALISIS POTENSI DAN MASALAH PERKAWINAN ANAK

DI KABUPATEN TANA TORA'A

Setelah mengetahui kondisi perkawinan anak di Kabupaten Tana Toraia' selanjutnya perlu untuk

mentetahuiPotensidantantansandaerahuntukmengatasikondisi-kondisiyangada.Berikut

analisis potensi dan tantangan untuk mengatasi perkawinan anak di Kabupaten Tana Torala'

BAB III

Tabel 3. l. Analisis Potensi Hasil Pemetaan

o Aturan gerela yang menolak mengawinken anak

o Pendampingan tereia unruk anak 1"ant terlaniur ka\'Yin

3, Pemangku kepentingan terkait

ldentitik6i Komitmen

Antar Pihak

Ada MoU antara DP3A dengan Gereia Tana Toraia

l. Trend Perkawinan Anak
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ada date kasus Perceraian usia dibawah 2lth

Ada data kemiskinan
kalan data

PN, PA dan DukcaPil

dengan rend Pertawinan anak

Ada data kasus perceraian usia dibawah 2lth

Ada daa kemiskinan

tadaananasnlslat enm ckalu Pmba trLea mAd nt yant
DudA anPN Pand kcapiakannankawirdis ne sasdata PeAda P akannandtrenas perlowiderel nganberkosekolahanak /mgData Putus

ldentilikasi Tren

Perkawinan Anak

2, Sosial BudaYa

ldentifikasi PenYebab

Perkawinan Anak
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dit'inetaan Anaknannko sdi PeBerdasarkan
ah:n d mil addmaka oteP yanS

Aspek

I( )

ldentifikasi SDM untuk

Akselerasi dan Penggerak

/ Champion PPA

ldentifikasi Mitra

PembanSunan dan

Partisipasi Masyarakat

AKSELERASII

. lO Orant Pengurus PKW dan KIBAID Melakukan SosiaLsasi & pendampingan

r 7.670 orang anggota TP PKK Kecamatan. Kelurahan & Lembang

Mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan Pertaulan beresiko di

dn*at Kab. Ke sekolah (SD, SMP & SMA)

. I 5 oranS iurnalis Forum Media INKLUSI Aktif memberitakan beria terkait

dengan pencephan perkawinan anak

o 7 orang staft YESMA Sosialisasi Pencegahan & pendampingan korban

o 247 angota Gerela KIBAID PAKU MAKALE Memperent kasih sayang dalam

rumah tangga, Memperketat pengawasan anak dan Sosialisasi Tolak Kawin Anak

o 2 orang UPTD PPA Pelayanan Pengaduan, Pendampingan, Peniangkauan,

Penguaan Lembaga, Pengelolaan kasus

r 193 orang Pengurus/ Pimpinan/Kabupaten, Kecamatan dan Lembang Pimpinan

Daerah Aisyiyah melakukan Penyuluhan dan sosialisasi PPA

o 6l omng (kab) dan 380 orang kecamaan) Forum Anak sebagai Agen 2P

. 5 orang Unit PPA Polres Penanganan kesus

. 5 orant Peksos PendamPinSan ABH, ABK dan Advokasi kasus Anak

o Penyuluh Agama: 140 ASN dan 25 Non ASN: lslam = 73 Yang di lead oleh

Kementerian Agama Kab. Tana Toraia Mensosialisasikan Upaya Pencegahan

perkawinan anak

. l6 orant Forum Genre

o Kader BKR = 90 ort, Kader BKB = 159 ort
o PIK R = 73 ory, Tim Pendamping Keluarga = 159 lembant 8 3 = 477 orant'

Penyuluh KB = 57 orang Yang di lead oleh Dinas KB

o 162 orang KPM PMD

. orang Kader POSYANDU

o 6 orang Pekos

r 4.320 orang Guru Sekolah Minggu

o 5. 184 orang Maielis Gereia

Penggerak:

Terdapat 4 (empat) Orang pada level kabupaten /ang aktif melakukan sosralrsasr dan

kampanye PPA.

. Terdapat l2 (dua) Mitra Pembangunan dan organisasi Kemasyarakaran yang bekerja

untuk isu PPA di daerah-

STRADA PPA KABU PATEN TANA TORfu A TAH U N 2O25-2O 29



Berdasarkan pefi'Gtaan kondisi Pencegahii'?ertawinan Anak d

maka potensi yarig dimiliki adalah:

I ana I oralat

{. Kebijakan terkait PPA

ldentifikasi Bentuk

Kebijakan / Regulasi

Terkait PPA yang Ada di

Daterah

yang Bekerla untuk PPA

di Daerah

ldentifi kasi Kelembagaan

Terkait Lembaga

Koordinasi dan LaYanan

PPA

o Surat Edaran Bupati No: 746Klll2072lSetda tentang Percepatan Registr-asi KutiPan

Akta Kelahirrn

o Surat Edaran Bupati No: 745Xlll2O22JSetda tentang Layanan lnformasi Layak Anak

o Keputusan Bupad No. 3g3lXV7O22 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak

Sikamali Torap & fuen 2P (pelopor dan pelapor)

o SK Kepala Dinas P2KB No. 476l047/DPPKBllllt2OlT tentang PenetaPan kelompok

BKR (Bina Kelualga. Remaia)

o PERDA No.4/2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

o SK DPPPA No.253/20/SI(DP3N7l2O22 tenang Penyediaan Fasilitas untuk Kegiatan

Budaya, Kreativitas dan Rekreatif Ramah Anak

. Sr.at k"te.ang.n No. I 65/Dishub'TT/ 122022 tentang Rute Aman Se<olah ke dan dari

Sekolah

. Pereturan Bupati No. ll/2021 tenang Pemanhatan Dana Jaminan Persalinan pada

Oinas Kesehatan

o SK Kepala Dinas Keseha-.an No 39l/Sek-Um/ll/2022 tentang Pembentukan Tim

Asuhan Gizi terintetrasi

osKDinasKesehatanNo.2S0/SE|(UM.PERS/|/2olgtentangPenetapanPuskesmas
menuiu Puskesmas Ramah Anak

. K"prtr..n Bupati No. 3OZI0/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan

Penanganan Anak Tidak Sekolah

r Perrturan Bupati No. 4/ 2018 tentang Sekolah Ramah Anak

o Surat Edaran Bupari: No.7 44lXlll2022 T entzng Pencegahan P erkawinan Anak

o Perda No.4 Tahun 2017 tenang Perlindungan Pe n dan Anak

Lembaga Koordinasi:
Tingkat Kabupaten:

r Gugus Tugas KLA

o TPPS (Tim Percepatan Penurunan Scunting)

o Forum KabuPaten Sehat

o Pokja PUG

Trngkat Lembang:

o GITA Sahabat

r Forum Lembang Sekat

o Persekutuan Kaum Wanp

STRADA PPA KABU PATEN TANA TORAJA TAH UN 2025-2O29



Lembaga l-ayanen PPA,:

r f,r'r'K|

. MuhamadiFh

. Dinas Pendidiken

o Maielis Dikdesmen LBHH

o UKI Toreia
o KUA
o Dinas Kesehaten

o PEKSOS

I YESMA

o PKK

. KelomPok consotu.nt Randau Bat'l

o Forum Anak

o BKR

O DP3AP2KB

. Puskesmas

. UPTD P?A

l.Trcn nrn anak

Tabel 3. 2. Analisis Tanangan Hasil Pemeoan

Belum ada daa perceraian Fnt terPileh agma dan usia

Belum ada data kehamilan kurang dari 20th

Belum ada daa Perbwinan Fnt dilakuten oleh tokoh adat

Eelum ada data lembaga laYenan

[.embang belum punyr do perlawinan anak tidak tercatat di PN dan PA

Belum ada date terPilah ter'kait ienis lapnan yeng diakses oleh anak korbrn PA

(terkait K8, HKSR, Parendng Resiko tingi dan rendah terkait kehamilannya' dll)

t
a

a

a

a

a

ldentifi tasi Tr€n Perl'awinan

Anak
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ldentifikasi Penyebab

Perkawinan Anak

,f. Keb akan terkait PPA

r Belum terdata dengan baik dan belum ada koordinasi

o Tokoh ada masih sering men/eruiui terjadinya PA

e Praktek adat berpihak pada perkawinan anak

o Aturan Gereja yang menolak mengawinkan melahirkan anak untuk hidup bersama

dan berpotensi a permasalahan lainnYa

o Belum terkonsolidasi dengan baik

. Koordinasi di anara program mitra Pembangunan be lum dilakukan

o Belum ada sinergi di anare mitra Pembangunan

o lmplemenasi kebiiakan belum cukup baik

o Belum ada monitorint dan evaluasi dari imPlemenasi kebijakan yang ada

o Belum ada alur layanan

. Belum ada koordinasi yang dilakukan secara berkala

k adal

nankoBe pemetaan
mttangan Yang

TanaKeb paten

I( )
sosial budaya2,As

terkait3.Pemangku ke entin
ldentifi kasi Komitmen Antar

Pihak

ldentifikasi SDM untuk

Akelerasi dan Penggerak /

Champion PPA

ldentifikasi Mitra

Pembangunan dan PartisiPasi

Masyarakat yang Bekeria

untuk PPA di Daemh

ldentifi kasi Bentuk Kebijakan

/ Regulasi Terkait PPA Yang

Ada di Daerah

ldendfikasi Kelembagaan

Terkait Lembaga Koordinasi

dan La an PPA
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BAB IV

INTERVENSI DAN KEGIATAN PENCEGAHAN

PERKAWINAN ANAK

Berdasarkan data tren perkawinan anak, identifikasi sumber daya pendukung dan lainnya, serta

hasil pemetaan potensi dan tan'.angan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA bersama

stakeholder lainnya, maka berikut 5 (lima) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak yang dapat

dilakukandiKabupatenTanaToraja,sesuaikapasitas,sertatutasdanfungsiberdasarkan

kewenangan masing-masing Pihak.

A. StrateSi l. Optimalisasi Kapasitas Anak

RumusanarahpelakanaankegiatanyangakandilakukandiKabupatenTanaTorajauntuk

menSoptimalkan Kapasitas Anak sebagai berikut:

Tabel4.l'lntervensikuncidanrencanaaki/kegiatanpadastrategilPPA
di KabuPaten Tana Toraia

Melaksanakan Pendidikan

kecakapan hiduP

(keterampilan komunikasi'

pemecahan masalah, berPikir

kritis, asertif, kemamPuan

netosiasi, literasi digital' dll)

bati anak, serta memastikan

peran dan kaPasitas anak Yang

terlibat dalam Proses

pembuatan kebilakan dibekali

dengan pengeahuan tentant

rsu perkawinan anak

MemperbanYak ruang diskusi

bagi anak untuk turut

berpartisipasr dalam mencegah

perkawinan anak dan

memperbanYak edukasr

l. Pembinaan, pencegahan dan penanganan

kekerasan di sekolah

2 Pembinaan mental dan Rohani

3. Pengembangan minat & baka:

4. Pengembangan kapasitas pemuda dan remaja

5. Sosialisasi PPA setiap semester dan tahun

ajaran baru

6. Edukasi dan PendamPingan pencegahan /

penanganan Perkawinan anak

7. Sekolah ramah anak

8. Penguatan peran Forum/Organisasi Anak

sebagar Pelopor dan Pelapor khususnya isu PPA

l. Optimalisasi program anak yang sudah oleh

forum anak melalui musrenbang

2. Melibatkan forum anak dalam kegiatan

musrenbang kabuPaten untuk memberikan

pendapat

l. Dinas Pendidikan - BK

masint- masint sekolah

2. Dinas Pendidikan - BK

masing- masing sekolah

3. Sekolah masinS- masint

4. OP3A

5. Dinas Pendidikan

6. DP3AP2KB

7. Dinas Pendidikan &

DP3AP2KB

8. Kemenag

lBappelitbangda

2. Bappeli6angda

3 GENRE/ Forum Anak

lntervensl Kunci
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3. Melibatkan anak dalam diskusi keluargapencegahan perkawinan anak

melalui media.

B. Strategi !1. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Rumusan arah Pelaksanaan ketiatan yant akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraia untuk

menciptakan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.lntervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 2 PPA

di KabuPaten Tana Toraia

Rencana Aksi/Kegiatan Penanggung iawab

Melaksanakan edukasi

kesehala n reProduksi di

setiap lenjang Pendidikan

secara merata di seluruh

satuan pendidikan bagi anak

dan remaia.

Penguatan pemahaman dan Peran

orant tua, keluarga. organisasi

sosial/kemasyarakatan, sekolah' dan

pesantren dalam Pencegahan

perkawinan anaki

Transformasi layanan konsehng dan

pend. -rpingan untuk orang tua

secara profesional;

l. Gerakan anti Perkawinan anak

2. Sosialisasi anti narkoba

3. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap

perempuan & anak

4. Penyul,.rhan ke:elraran reprod'ksi bagi an;k

sekolah/ remaja

5. Sosialisasi PPA ke tingkat kecamatan & sekolah

6, Sosialisasi pengenalan kesehatan reproduksi

remaia

7. Memberikan pendidikan seksual atau kesehatan

reproduksi Yang tePat kePada anak

l. Digiraliasi konseling Professional

2. Pembuaan hotline Pengaduan

3. Pendampingan hukum

I . DP3AP2KB
a o l\tNt

3. DP3A

4. Dinas Kesehatan

5. DP3A

6. Dinas Kesehatan

7. Dinas Kesehaan

8. KEMENAG

l. Lembaga agama & Sosial

2. Dukcapil

3. DP3AP2KB

4. Lembaga Adat

5. Dinas Pendidikan

I. UPTD PPA

2.PPA Polisi,

3. Lembaga Sosial, Dinas Kesehara

RSUD Lakipadada

lntervensi Kunci

l. Parenting

2. Pembuatan regulasi/ lmewensi regulasi

adat

3. Sosialisasi surrt edaran

4. Koordinasi linras rerkait

5. Mendorong pembentukan TP2K di setiap

sekolah

6. Penyebarluasan rnformasi ttg PPA ke

Tokoh AdadPemuka Adat

7. Kesehatan Mental Keluarga
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Peningkatan ketenmpilan

pengasuhan yang berkualitas sejak

dalam kandungan, 1000 hari

pertama kelahiran, hintga usia

anak beranjak remaia hint& l8

ahun baik oleh orang tua, keluarga

maupun lembaga pengasuhan;

Pendidikan kesehatan reproduksi, kesehatan

anak & parenting

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidrkan

(PAUD/ Pendidikan Dasar), Lembaga

Adaq Lembag Sosial, BNN, TPPS (

Tim Percepatan Penurunan Stuncing

Dinas Sosial, Dinas KoPerasi UMKM

Perindustrian & Perdagangan

Dinas Keseha'.an, Dinas Pendidikan'

Kementrian Agama

LSM, Lembaga Agama,

TP PKK, LSM, Ormas, Kombongan

Penguatan peran masyarakat (kader

PKK, PATBM, PusPaga, ormas)

dalam deteksi dtnr mencegah

perkawinan anak termasuk

perkawinan tidak tercatat dan

anak-anak yang rentan mengalami

perkawinan anak

l. Pelatihan kader Calam deteksi dini dan

pelaporan kasus

2. Kampanye kesadaran publik tentang

bahaya perkawinan anak

3. Pemetaan & pendataan anak beresiko

tintgi

4. Penguatan iejarint komunitas peduli anak

di tingkat lokal

l. Pelatihan kewirausahaan bagi orang tua

Penerima PKH

2. Monitoring & evaluasi penyaluran bantuan

PKH ( tepat sasaran)

3. Sosialisasi Peran orant tua mencegah

kekerasan dan perkawinan anak

4. Bina Kecerampilan Keluarga (PWGT,

Disperindag, KoPerasi, lkatan Pengusaha

Muslim lndonesia, HlPMl, KADIN,

Kelompok Sadar Wisata-Dinas Pariwisata,

PWKI, Pemerintah Lembang'BUMLEM'

uKr ToRAA)

Pemberdayaan ekonomi keluarEa

(kewirausahaan, bantuan PKH)

untuk memastikan anak yang

miskin dan renran mendaPatkan

bantuan sosial PKH sena

memastikan keluarga Penerima

PKH tidak menjadi pelaku

kekerasan termasuk tidak menladi

batian dari teriadinya perkawinan

anak:

l. Sosialisasi dan Pelatihan guru terkait

sekolah ramah anak dan HKSR

2. Penyediaan ruang aman dan layanan

konseling sekolah

Penguatan sistem dan lingkungan

sekolah ramah anak dengan

menambahkan HKSR;

l. Pelatihan keterampilan dan parenting

untuk kader Masyarrkat

2. Pembentukan kelompok pendamping anak

di Lembang / kelurahan

3. Kemitrran dengan lembaga perlindungan

anak dan LSM

Penguatan kelembagaan masyarakat

di berbagai tingkatan hintga di

tingkat Lembang/kel urahan dengan

berbagai pelatihan dan

keterampilan pendamPingan anak.
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C. Strategi Ill. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Rumusan arah pelaksanaan kegiaQn yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraia untuk

aksesibilitas dan perluasan layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4- 3.lntervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 3 PPA

di KabuParer: Tan.r Tcra;a

Penanggung

iawab

I. KUA

2. Gereja

3. Puskesmas

I . Program BRUS oleh Pusat

pembinaan keluarga Sakinah

2. Pela;-anan Pastoral Pre Nikah

3. Penguatam BKR

Penyediaan layanan informasi Hak Kesehatan Seksua

dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan ramah

remaja (termasuk penceSahm kekerasan dalam paceran,

konten pomografi, dampak perkawinan anak);

I. KUA

2. Gereja

l. Program BRUS oleh Pusat

pembinaan keluarga Sakinah

2. Pelayanan Pastoral Pr. Nikrh

Dinas PendidikanLafrnan Pendidikan

Penyediaan lafrnan informasi Hak Kesehatan Se|<sual

dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan nmah

remaja (termasuk pencegahan kekeresan dalam pacaran,

konten pornografi, dampak perkawinan anak);

Percepatan pelaksanaan wajib belaiar l3 tahun'

khususnya penlangl<auan bagi anak yant rentan

mengalami perkavrinan anak;

Puskesmas,

UPTD PPA, Dinas

Sosial, POLRES,

PenBdilan Atama

dan Pengadilan

Negeri

L tayanan Konseling

2. Pendampingan

3. SATGAS

4. Penyusunan mekanisme alur

layanan, kerlasama Pengadilan

agama dan Pengadilan negeri

Penyediaan Iayanan pendampingan bati anak yant

dimohonkan disPensasi kawin;

Pengembangan sistem ruiuken layanan yang

komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak

diinginkan;

Pendampingan bagi korban Perkawinan anak untuk

mendapatkan seluruh hak anak (Pendidikan, kesehaEn'

layanan hukum, pendamy,ngan Psikolotis, dan

pendamptngan Penguatan ekonomi' dll) diantaranya

dengan penguaun kelembagaan PUSPAGA:

L Pelafanan satu pintu (Alur

Leyanan)

2. Penyediaan Lafanan melalui multi

media feng mudah diakses (

Webside, lG, WA, & Media Sosial

Lainnay )

Pembentukan dan Penguatan

PUSPAGA

UPT PPA, Drnas

Kominfo

DPSA
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Pendampingan bagi anak yang lahir dari perkawinan anak

dengan memastikan pemenuhan hak pengasuhan agar

dapat cumbuh dan berkembang secara optimal.

Penegakan sanksi bagi pihak-pihak yang

terlibat dalam perkawinan anak;

Harmonrsasi, sinkronisas. dan nrengrsi

kekosongan regulasi (conroh: turunan

UU Perkawinan);

l. Memberikan laYanan

pendampingan kePada anak

dibawah umur

2. Penyediaan laYanan konseling

sebelum dan sesudah teriadi

perkawinan anak

Dinas Kesehatan

& UPTD PPA

D. Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Rumusan arah pelaksanaan kegiahn yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk

pentuatan regulasi dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. lntervensi kunci dan rencana aki/ketiatan pada strategi 4 PPA

di KabuPaten Tana Toraia

l. Sosialisasi terkait sanksi Pidana terkait

pakaan perkawinan mauPun

perkawinan anak (UU TPKS)

2. Pencegahan hukum terhadaP

perkawinan anak/ paksaan hukum

berupa sanksi pidana.

3. Pemenuhan hak korban melalui restitusi/

LPSK

Memastikan peratufirn- Peraturan fanS

selajar tidak bercentangan , sedangkan

sinkronisasinya memastikan Peraturan
yang berlenjang atau vertikal/ selaras &

tidak benentantan pengisian

kekosontan regulasi melibatkan

berbagai tingkatan peraturan, mulai
DP3APIKB, Bagian Hukum

Pemda, Kepolisian, Kemenag,

Dinas Pendidikan
Melaksanakan seminar, diklat untuk

meningkatkan kapasitas guru

Peningkatan kaPasitas kelembagaan,

serta kuantitas-kualitas pengetahuan dan

keterampilan APH, Petugas KUA,

penyuluh, dan guru;

Kemenag (KUA Penyuluh),

Dukcapil, Pemerintah

Lembang/Kelurahan

Memastikan semua perkawinan tercata

secara hukum/ menlkah resmi baik di KUA

maupun Dukcapil (Penyusunan SOP

layanan??l)

Optimalisasi pencaaan perkawinan

secara resmi;

Kepolisian
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dari protrem letislasi nasional hingga

rencana UU Fnt diajukan oleh

Pemerinuh.
2. Review Perda Perlindungan Anak

(memastikan isu PPA termuat)
3. Penyusun SK Bupati tenant STRADA

PPA

Memperketat mekanisme permohonan

dispensasi kawin dan isbat nikah
2.

3.

Syarat kawin harus ada

rekomendasi dari P3A & Dinas

Kesehatan.

MOU antara DP3A, Kemenag dan

Dinas Kesehaan

Penyusunan Alur Pelayanan

Permohonan Dispensasi

Pengadilan Agaman

Pengadilan Negeri

DP3A (UErD PPA)

Dinas Kesehaan

E. Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Rumusan arah pelaksanaan ketiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk

pentuatan koordinasi pemantku kepentingan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. lntervensi kunci dan rencana aki/kegatan pada strategi 5 PPA

di Kabupaten Tana Toraja

Membangun sistem data dan

informasi sebagai dasar pelakanaan

layanan ruiukan bagi kortan
kehamilan tidak diinginkan (KTD)

dan perkawinan anak

Penguaan forum koordinasi

perencanaan dan pelaksanaan;

Pelaksanaan Koordinasi yang terimegrasi

antar isu (Stunting, Perkawinan Anak ATS,

Kekerasan Terhadap Anak Kemiskinan, dll)

Penguaan mekanisme monitoring dan evaluasi

yant terintegrasi antar isu untuk pemenuhan

hak dan perlindungan anak (termasuk PPA)

2

Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang

responsif gender dan inklusi

Pemanfaatan data untuk

PenyemPurnaan kebi,aken; dan

Penyusunan mekanisme data terpadu untuk
pemenuhan hak dan perlindungan anak

Membangun siscem pendataan berbasis

Lembang

2

3
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BAB V

INTEGRASI DALAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN DAERAH DAN LEMBANG

strategi yang telah dirumuskan dalam Bab lv akan diintegrasikan ke dalam proses Perencanaan

dan penganggaran mulai dari tingkat Lembang/kelurahan sampai dengan kabupaten'

Pengintegrasian ini bertuiuan untuk memastikan komitmen program/kegiatan/sub kegiatan terkait

pPA tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dilakanakan secara terpadu

dan berkelanlutan.

Pengintegrasian yang dimakud adalah proses Penuangan program/kegiatan/sub kegiatan OPD

terkaitPPAkedalamRKPD,ReniaoPD,KUA/PPA,RKA/DPAoPD,danAPBD.Pengawalan

proses ini merupakan tanggung iawab urusan Unsur Penuniang Urusan Pemerintahan

Perencanaan,UnsurPenunlangUrusanPemerintahanKeuangan'UrusanPemerintahanBidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

))

Gambar 5. I al'rr Proses Tahapan Persiapan Awal

STRADA & RAD PPA

Dokumen Perenconoon
don Pengon

Doero
I
h
goron
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Untuk mengintegrasikan isu ppA kedalam perencanaan dan penganggaran daerah, sebelum

proses perencanaan dimulai' maka Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak perlu melakukan komunikasi awal dengan GT KLA' untuk pelaksanaan

pertemuan Koordinasi GT KL\ Po(a PUG' TPPS dan Po(a SDG's' Koordinasi ini perlu

dilakukan untuk membahas persiapan Proses Pengawalan pengintegrasian isu PPA dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran daerah' dengan mengacu pada hasil rumusan rencana

strategi PPA yang termuat dalam STP"ADA dan RAD PPA'

Gambar 5. 2 lntegrasi PPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Lembang dan Daerah

A. Perencanaan langla lrlenengah

Di tintkat Lembang/kelurahan mengacu pada RPJMD, dengan berkoordinasi dengan Urusan

Kewilayahan Kecamatan. Dalam proses Penyusunan RPJMD, Unsur Penuniang Urusan

Pemerintahan Perencanaan sebagai penanggung iawab Penyusunan dokumen tersebut GT

KLA harus memastikan hasil pemetaan situasi PPA menjadi salah satu sumhr data dan bahan

analisis dalam perumusan isu strategis dan arah kebilakan pembangunan daerah lima tahun ke

depan. Proses ini dibantu oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak BPS, Kanwil Huku.; can HAM, Kanwil Kemenag, Pengadilan /gama,
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Akademisi dan Lembaga Masyarakag dengan melibatkan Forum Anak Kabupaten. Dalam

proses penyusunan RPJMD, dapat dilakukan dengan melakukan tagginglpenaodaan Program

yant mengacu pada dokumen STRADA dan RAD PPA.

B. Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Dari proses perencanaan sampai peneupan antsaran konsisten memuat masalah anak

khususnya perkawinan anak yang dirumuskan dalam bentuk 5 strategi Pencetahan

perkawinan anak.

I . Musrenbang Lembang/Kelurahan

Proses ini melibatkan champion/penggerak seperti forum anak. lndividu mengusulkan

kondisi masalah hctual anak yang teriadi di wilayahnya masing-masing.

Contoh masalah terkait PPA:

Terdapat anak di Lembang/kelurahan yang rentan mengalami perkawinan anak karena

putus sekolah (tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah), kondisi ekonomi keuangan

keluarga yang kurang.

2. Musrenbang Kecamatan

Delegasi memastikan usulan terkait masalah anak termasuk perkawinan anak masuk dalam

usulan prioritas yang akan disampaikan pada saat musrenbang kabupaten.

3. Forum OPD

GT KI.IA memastikan usulan musrenbang dari tingkat Lembant/kelurahan tetap masuk.

4. Musrenbang RKPD

GT KLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan

usulan) dibahas dan dimuat dalam RKPD.

5. Penyusunan Renia

Pada saat penyusunan renia dan RKP, masing-masing OPD perlu memastikan muatan

intervensi/kegiatan berdasarkan dari 5 strategi termuat dalam dokumen.

6. Penetapan RKPD

GT Kl-A memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil Pemetaan

usulan) tetap termu2r dalam RKPD.
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2. Penyusunan KUA PPAS

GT KLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil Pemetaan

usulan) dibahas dan dimuat dalam Kebiiakan Umum APBD (KUA) seru Prioritas dan

Plafon untuk Anggaran Sementara (PPAS) untuk periode I (satu) tahun'

3. Penyusunan RKA OPD

GT Kl-A memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan

usulan) dibahas dan dimuat dalam RKA OPD yang berisi Program dan kegiaan OPD serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

4. Pembahasan RAPBD

GT KLA memasdkan anttaran mengenai masalah anak dan khususnya terkait perkawinan

anak (hasil Pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam RAPBD'

5. Penetapan APBD (DPA)

GT KLA memastikan angtaran mengenai masalah anak dan khususnya terkait perkawinan

anak (hasil Pemetaan usulan) teranggarkan dengan baik'

PadaprosesPerencanaanmulaidariMusrenbangLembang/kelurahansampaidengan

penetapan RKPD, Unsur Penunjang urusan Pemerintahan Perencanaan bersama urusan

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak' bertanggung jawab

dalam mengawal usulan dan Perencanaan OPD tentang PPA'

Mengacu pada taggingrpenandaan Protram pada RPJMD' maka Proses tagging

Program/Kegiatan/Sub terkait PPA iuga dilakukan pada penyusunan RKPD' yang dipastikan

tertuang dalam regulasi petunjuk Penyusunan Renla OPD' Pada tahapan ini' Unsur Penuniang

Urusan Pemerintahan Perencanaan mengasistensi OPD dalam nentagging

program/kegiaun/sub kegiatan pada Renia OPD masing-masing'
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Dalam proses pengangtaran, Unsur Pemerintahan Urusan Perencanaan yang dibantu oleh

Urusan Pemerinahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung

jawab secara teknis proses pengintegrasian ini adalah:

l.TimPenyusunRKPDdalamhalpengintegrasiankedalamRKPDdanRenjaoPD

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam hal pengintegrasian ke dalam KUA-PPAS dan

RAPBD / RAPBD.P

3. Tim GT KLA

LANGKAH
INTEGRASIISU PPA

P.mbahasan R-APBo

Gambar 5. 3 Alur Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
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Untuk memastikan upaya PPA telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan

pentanttaran, maka dapat dipastikan dengan menggunakan matriks terlampir' fang memuac

l. Matrik lntegrasi Rencana Program/Kegiaan/Sub Kegiatan dan Anggaran, yaitu matriks

untuk mengetahui daftar Program/ Kegiatan/Sub KegiaAn terkait PPA yang masuk dalam

RKPD dan/atau Renia OPD, serta R/APBD.

2. Penanggung jawab proses ini adalah Unsur Pemerintahan urusan Perencanaan Unsur

PemerinAhan dan Urusan Keuargan dengan melibatkan Urusan Pemerinahan Bidang

Pemberdafaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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BAB VI

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN

DAN PENDOKUMENTASIAN

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tata kelola PPA di Kabupaten Tana Toraia,

perlu dilakukan Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Pelaporan dan Pendokumentasian.

A. Pemantauan

pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implemenosi 5 strategi PPA baik di

lingkungan pemerintah maupun non pemerintah. Proses ini dikoordinir secara langsung Ketua

GT KLA, dengan dibantu oleh Urusan yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Kegiatan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam setahun. Pemantauan

dapat dilakanakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

l. Rapat Koordinasi dilakukan dalam bentuk kocrdinasi khusus PPA atau melalui GT KLA.

dipimpin langsung oleh Ketua GT KLA dengan melibatkan seluruh anSgota Sutus tu8as.

Rapat koordinasi ini dapat melibatkan level kecamatan dan Lembang/kelurahan.

2. Aplikasi pemantauan yang dimaksud dapat dibuat berbasis android atauPun dalam bentuk

lainnya sesuai kemampuan daerah. Pelaksanaan di bawah koordinasi Urusan Pemerintahan

BidangPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakdanUnsurPenuniangUrusan

Pemerintahan Perencanaan.

3.YerifikasiLapangandikoordinirolehUrusanPemerintahanBidangPemberdayaan
Perempuan dan melibatkan Unsur Penuniang Urusan Pemerintahan Perencanaan,

perwakilan lembaga masyarakat dan oPD terkait, terutama aksi yang dipantau. verifikasi

dapat diintegrasikan dengan monitoring KLA dan dilaksanakan minimal I (satu) kali setiap

tahun.

B. Pengawasan

PengawasanadalahprosespengontrolanterhadappelaksanaanPPAyangtelahdirumuskan

dalam dokumen Perencanaan PPA. Tuluan Pentawasan ini adalah memastikan kesesuaian

antara perencanaan dengan pelakanaan PPA di daerah dan Lembang'
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Pengawasan ini dilakukan dibawah koordinasi Urusan Perencanaan selaku Ketua GT KLA yang

secara teknis dilakanakan oleh Urusan Pengawasan (lnspektorat), dan Urusan yang

membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) ialur yaitu :

aaa

Gambar 6. I . Alur Pengawasan Pelakanaan PPA

Secara strukural yang dilaksanakan oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan di

Kabupaten Tana Torala

Tabel 6. l. Format Lembar Keria Pengawasan
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b. Ketersediaan GBS terkair Pencegahan Perkawinan Anak

c. Pelaksanaan Programl Kegiatan/Sub Kegiaan PPA

. Kualitas pelaksanaan (kesesuaian dengan dokumen perencanaan)

tr Sasaran: ketepatan sasaran

O Capaian

Catatan ambahan :

2. Pengawasan berbasis masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM), Lembaga Kemasyarakatan Lembang, Forum Anak (2P), atau berdasarkan sumber

daya yang dimiliki.

Pengawasan ini dapat menggunakan beberapa bentuk yang disampaikan secara langsunt ke:

l) Pemerintah Lembang, Lembaga kemasyarakatan, PATBM, forum anak atau lembaga

layanan lainrr;ra.

2) Dari level Lembang, kemudian disampaikan ke pemerintah kabupaten melalui UPT

PPA/PUSPAGA atau Lembaga layanan lainnya.

3) Dari level kabupaten mengkoordinasikan ke provinsi sesuai kewenangannya.
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a& 1ry a'ry.

Pengowoson dori bowoh Respon hosil pengowoson

Gambar 6. 2. Alur Pengawasan Berbasis masyarakat dari Lembang/kelurahan

Proses ini tetap harus dipantau oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Selain itu, dapat juga langsung ke layanan yang tersedia di tingkat kabupaten (iika layanan tidak

melalui level Lembang/kelurahan). Alur layanannya dapat melalui Lembaga Masyarakat yang

bekerla dalam penyediaan layanan untuk perlindungan PeremPuan dan anak atau dapat

langsung ke UPT PPA/PUSPAGA Yang

Lembogo Mosyorokof

tersedia

Gambar 5. 3 Alur Pengawasan berbasis masyarakat yang langsung ke Kabupaten

Worgo/Forum Anok
Kobupoten

UPT PPA/PUSPAGA
Kobupoten
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C. Evaluasi

Evaluasi ada{ah upaya yang dilakukan secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data

dan informasi untuk menilai PencaPaian sasaran, tujuan dan kineria pelakanaan PPA'

berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) PPA. Evaluasi dilakanakan minimal I kali dalam

setahun dan dapat diintegrasikan dengan evaluasi KLA. Dilakanakan oleh Tim GT KLA' di

bawah koordinasi Ketua GT KLA dan Urusan Pengawasan. Evaluasi dapat dilakukan melalui

pertemuan GT KLA atau bentuk lainnya.

Dalam pelakanaan evaluasi minimal memuat:

I . Trend Perkawinan Anak;

2. PelaksanaanKomitmen;

3. lmplementasi komitmen antar pihak;

4. Efektivitas Pelaksanaan Regulasi;

5. Ketersediaan Anggaran;

6. Capaian pelakanaan RAD berdasarkan 5 Strategi (dari OPD dan Masyarakat); dan

7. lnovasi.

Dalam pelakanaan evaluasi, dibutuhkan Form Evaluasi atau alat lainnya sesuai kondisi dan

kapasitas daerah.

Diloksonokon minimol
I koli dolom setohun

Form evoluosi otou
olol loinnyo

Gambar 6. 4. Proses Evaluasi Pelaksanaan PPA
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Tabel 6. 2. Format Lembar Evaluasi Pelakanaan PPA di Kabupaten Tana Toraia

Form Evaluasi Pelaksanaan PPA:

Kabupaten

Tahun

Strategi l:

Strategi 2:

Strategi 3:

Strategi 4:

Strategi 5:

lnovasi Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan

anak (Catatan : lnovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah,

kemanfaatan, dan bisa direplikasi)

Proses evaluasi dilakukan dapat melalui pertemuan GT KLA atau kelembataan lainnya atauPun

bentuk lainnya sesuai situasi darr KemamPUan daerah.

o Apakah lumlah Perkawinan Anak/PA menurun atau

meningkatl

o Jika menurun/menintkat, apa penyebabnya?

e Trend Jumlah Perkawinan

Anak

o Apakah jumlah permohonan dispensasi PA menurun atau

meningkat?

o Jika menurun/meningkat, apa penyebabnyal

o Trend Jumlah Permohonan

Dispensasi PA

o Apakah iumlah Permohonan Dispensasi PA yang dikabulkan

menurun atau meningkat?

r Jika menurun/meningkat, apa penyebabnya?

o Trend Jumlah Permohonan

Dispensasi PA yang

dikabulkan

Pelaksanaan Komitmen

lmplementasi komitmen

Efektifi ktas Pelaksanaan

antar ihak

lasi

Bagaimana pelaksanaan komitmen yang telah disepakati

Apakah regulasi yang ada efekif dalam pelakanaannyal

Berapa anggaran yang telah dialokasikan untuk PPA di sedap

indicator efeki ...caranya

antar pihak?

OPD / Lembaga / pada tahun Nl
Ketersediaan Anggaran

Capaian pelaksanaan RAD

berdasarkan 5 Strategi

(dari OPD dan

Masyarakat)
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D. Pelaporan

Pelaporan adalah proses Pencatatan yang memberikan informasi tentang kegiatan pelakanaan

RADPPAdalam|angkawaktul(satutahun)'PelaporaninidisusundandibuatolehPeranSkat

DaerahyangmenanganiUrusanPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakselaku

Sekreuris GT KLA, Yang tetaP

KLA"/kelembagaan lainnYa.

pembuaan laporan pelaksanaan PPA ini dapat diintegrasikan denSan laporan pelakanaan KLA.

Penyampaian laporan sesuai dengan level masinS-masint perangkat daerah' yaitu:

l. Pelaporan disusun dan dibuat oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris GT KLA' di bawah

koordinasi Ketua GT KLA;

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat laPoran tahunan dan

menyampaikannya ke Bupati, dengan ditembuskan ke Pemerintah Provinsi dan Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alur Penyornpoion LoPoron
Peloksonqqn PPA

Diteruskoh ke Pemerin+oh Provinsi
Sulo\^/6si Seloton don

Kementerion Pemberdoyoon
Perernpuon don Perllndungon

AaaL

dibawah koordinasi Bappelitbanda selaku Ketua GT

rD

Dinos Pernberdovoon
Perernpudn don Perlihdungon

Anok rnernbuol loporon
ldhunon

O

a

{h
Ke Bupcrti, dengon diternbuskon ke Pernerintoh

Prdvinsi don-Kernenetrron Pernberdoyoon
Perernpuon don Perlrndungon Anok

Gambar 6. 5 Alur Penyampaian Laporan Pelakanaan PPA dari Pemerintah Kabupaten
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E. Dokumentasi Pembelaiaran/Catatan Praktik Baik Selama lntervensi Dilakukan

Salah satu cara pembelajaran bersama sefta benchmarking antar OPD atau Pemangku

Kepentingan, adalah melalui pertukaran praktik baik dan efektif di lapangan. Diharapkan

praktik baik ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk replikasi. Karenanya, setiaP lembaga atau

organisasi fang terlibac dalam uPaYa pencegahan perkawinan anak mamPu

mendokumentasikan praktik-praktik baik yang telah dicapai. Praktik baik dapat dibuat

berdasarkan masing-masing strategi.

Menulis praktik baik bertujuan untuk mendokumentasikan Praktik-Praklik baik dan juga

menjadi sumber inspirasi bagi pihak lain (para pembacanya) untuk menduPlikasi ditempat lain'

Untuk membuat penulisan contoh praktik baik yang menarih anda dapat menggunakan 4

(empat) langkah yaitu Awal - Tantangan - Aki - Pelaiaran yang disingkat ATAP. Adapun 4

(empat) langkah tersebut adalah sebagai berikut:

l. Awal

Mulai dengan mengangkat kondisi awal dari obiek yang akan ditulis. Semakin kontras

kondisi awal suatu objek dari harapan (tuiuan), maka akan semakin menarik. Sebagai

contoh, obiek yang akan kiu angkat misalnya pencegahan Perkawinan anak (PA) di suatu

wilayah. Namun ternyata, situasi di lapangan iustru melanggenSkan teriadinya PA (misalnya

dapat dilihat dari data PA yant tintti, masyarakat yang masih Punya

permasalahan/kepercayaan bahwa PA adalah sesuatu yang lumrah bahkan harus atau wajib

akibat faktor kemiskinan, akibat situasi bencana, dan sebagainya). Situasi inilah yang harus

anda angkat sebagai langkah awal.

2. Tantangan

Tahapan selaniutnya, paparkan tantantan yang dihadapi di lapangan dalam melakukan

perubahan dari situasi awal menuju harapan yang menjadi tujuan. Tantangan tersebut baik

yang langsung berkaitan dengan tu;uan yang ingin dicapai maupun tidak langsung'

Contoh tantangan langsung:

Adanya anak-anak yang dikawinkan dan akhirnya putus sekolah, dan/atau rumah tangga

dari anak-anak yang dikawinkan itu tidak terbina dengan baik (angka Percereian tinggi'

hidupdibawahgariskemiskinan,akibatkurangnyakecakapanhidupdanpendidikanyang

rendah).
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Contoh tantangan tidd< Iangsung:

Kemiskinan dari onng tua sang anak korban PA, adanya bencana alam/pandemidlainnya,

kehilangan pengesuh uama aau pemberi nafkah uama dikeluarga, sanna pendidikan dan

peningkatan ketenmpilan yang sulit diakes, dan sebagainya.

3. Aksi

Pada bagian ini, perlu menggambarkan strategi aki yang dipilih untuk meniawab BntanSan

yang ada. Diharapkan menielaskan tahapan demi tahapan dalam menialankan strategi

tersebug Tulisan luga akan menarik lika pada bagian ini mengangkat bagaimana respon dari

masyarakat atas aksi yant diialankan.

{. Pelalaan

setelah menyelesaikan 3 (tiga) tahapan sebelumnya, pada bagian ini diharapkan dapat

menjelaskan atau menuliskan pelaiaran atau inspirasi dari praktik baik yang dilakukan.

Sebaiknya luga dilengkapi dengan testimoni atau komentar dari penerima manfaat atau

per-wakilan masyarakat yang merasakan manhat dari aksi yang dilakukan. Selain itu pada

bagian ini, dapat menambahkan pengembangan dari strategi atau aksi yang telah dilakukan

(refleksi) untuk aksi-aksi selaniutnya.
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BAB VII
PENUTUP

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Kabupaten Tana Torala

disusun berdasarkan data dan masukan dari pemanglar kepentingan terkait- Diharapkan dapat

dijaciikansebagaisaiahsatuacuanurrtukmerrgalasimruaiairpenccgalrariperLarvirrarrarrakdi

Kabupaten Tana Toraja. Dokumen ini perlu segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku

kepentingan terkait di organisasi perangkat daerahflembaga masing-masing yang terkait'

Beberapapotensidapatdimaksimalkansebagaiupayapencegahanperkawinananak.

STRADA PPA Kabupaten Tana Toraja dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa

temuan utama.

Setanj$ny4 perlu kajian yang mendalam khususnya terkait penurunan kasus perkawinan srak

di Kabupaten Tana Toraja Faktanya di lapangan masih ada kondisi ditemukannya perkawinan

anak namun losus-kasus tersebut tidak tercatat.

BUPATI TANA TORAJ

TOMBEG

t

/
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